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3.

32 Tahun 2Oa4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarii-n Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a$aal;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
L26 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1O3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlL Nomor 82, Tanrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45751;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOs

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 1-4O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5

tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 158 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Perattrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Repubtk Indonesia Nomor a7371;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
10 Tahun 2OOT tentang Ker4angan Desa
(kmbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2OAT Nomor 1O);

1 1.. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3
Tahun 2OO8 tentang Pembagian Umsan
Pemerintahan yang meqiadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor
03);

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Menetapkan

12.

13.

14,

15.

1.

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
11 Tahun 2ALL tentang Kerjasama Antar Desa
Di Kabupaten Katingan (kmbaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OL1, Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL4
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2013 Nornor 31);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13O
Tahun 2OOg tentang Organisasi dan Tata Kerja
Depar[emen Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Talrun 2AO7 tentang Pedoman Umum Tata Cara
Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2OAT tentang Homan Pengelolaan
Keuaagan Desa.

MEMUTUSKAN

PERATURAT BUPATI TEITTAISG PEIX}MAN UMUM
ALOKASI DAil PEIT(XilIITAAIT DAITA PERCEPATA"IT
PEMBANGI'ITAN DESA DAN I{ELURAIIAI{ DI
KABT'PATETT KATIITGAIIT

BAB I
KETENTUAIT TIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD merrurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
Perangkat Daerah sebagai penyelenggara
Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Katingan;

Dewan Ferurakilan Ra\yat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Katingan;

3.

4.

5.



6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Katingan;

7. Tim Evaluasi Kelayakan Desa/Kelurahan
Penerima Dana Percepatan Pembangunan Desa
dan Kelurahan;

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat daerah;

9. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;

10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam Sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di daerah
kabupaten;

1 1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa;

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disebut BPD adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

14. Dusun adalah bagian Wilayah Desa di
lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan desa tersebut;

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
l_- -.!-+-.- .-- -l!.---!tKeglam.n yang merlpuu perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban dan pengawasan keuangarr
desa;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan APBD adalah
suatu rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah dan
Perahrran Daerah;

ditetapkan dengan

18. Anggaran Pendapatan dan Belarija Desa yang
selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah
suatu rencana keuangan tahunan pemerintah
desa yang dibahas dan disehrjui bersama oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa adalah Kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa;

2O. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
yang selanjutnya disebut PTPKD adalah
perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
desa;

2l.Bendahara Desa adalah perangkat desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk meRerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
membayarkan dan mempertanggungiawaban
keuangan desa dalam rangka pelaksanaan
APBDesa;

22.Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan
Kelurahan Di Kabupaten Katingan adalah dana
yang dialokasikan secara khusus oleh
Pemerintah Kabupaten untuk desa/Kelurahan
tertentu, yffig bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belaqja Daerah Kabupaten
Katingan.

BAB II
ALOKASI DAIYA PTRCTPATAIY PEMBANGUNAIT

DESA DAIT IITLURAIIAIT

Pasal 2

Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan
Kelurahan Di Kabupaten Katingan dialokasikan
secara khusus untuk desa tertentu yang bertqiuan
untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa
guna meningkatkan kesej ahteraan masyarakat;

Pasal 3

(1) Desa penerima dan besarnya dana yang
diterima, ditetapkan berdasarkan hasil
penilaian Tim Evaluasi Kelayakan
Desa/Kelurahan Penerima Dana Percepatan
Pembangungunan Desa dan Kelurahan;

(21 Tim Evaluasi Kelayakan Desa/Kelurahan
Penerima Dana Percepatan Pembangungunan
Desa dan Kelurahan, terdiri dari :



a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;

b. Inspektorat Kabupaten Katingan;
c. Bappeda dan penana.man modal Kabupaten

Katingan;
d. Kecamatan.

(3) Tim Evaluasi Kelayakan DesalKelurahan
Penerima Dana Percepatan Pembangungunan
Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Katingan.

(4) Besaran Dana Percepatan Pembangunan Desa
Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan yang
diterima masing-masing desa, ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Katingan.

sAs fitr
PTITGGTINAAIT DAN PEITGANGGARAN

Pasal 4

Dana Percepatan Pembangunan Desa dan
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
digunakan unttrk mendukung percepatan
pembangunan desa dan kelurahan melalui
penyediaan dan pengembangan bidang
infrastrukflrr peningkatan pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat yang menjadi urusan
desa dan kelurahan.

Pasal 5

Dana Percepatan Pembangunan Desa dan
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
merupakan bagian dari pendapatan desa dan
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belaqia Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Perubahan pada kelompok Bantuan
Keuangan Pemerintah Kabupaten, pada jenis
belanja langsung dan pada objek belanja modal.

BAB VI
PEITYALI'RAIV

Pasa1 6

Dana Percepatan Pembangunan Desa dan
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
2, dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dari rekening_ Kas Daerah Kabupaten Katingan
ke rekening Kas Desa;

Dana Percepatan Pembangunan Desa dan
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 dilakr-rkan secara sekaligus sebesar lA0o/s
(seratus persen) dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

(1)

(2t



- Surat Permohonan Penyaluran Dana dari
Kepala Desa;

- Kwitansi tanda terima Dana Percepatan
Pembangunan Desa Dan Kelurahan Tahun
Anggaran 2OL4 dari kas daerah ke rekening
desa;

- Fotocopi rekening desa.

Fasal 7

Fermintaan penyaluran Dana Percepatan
Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tidak lagi melalui Badan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Katingan tetapi langsung ke Bagran
Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan.

BAB V

PERTANGGUI{GIAWABAIT DAIT PEUIFORAN

Pasal 8

Pertanggungiawaban Pemerintah Kabupaten
te.ffradap realisasi penrbedafi Dana Percepatafi
Pembangunan Desa Dan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, hanya berupa bukti
transfer dan laporan realisasi penerimaan,
-. - -1 - ._ . -1-- -,seoangKan bukti-bukti adminstrasi
pertanggungiawaban diarsipkan di desa setelah
difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 9

(U Pertanggungjawaban dana percepatan
pembangunan desa dan kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
terintegrasi dengan pertanggungiawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
sehingga bentuk pertanggungiawabannya
adalah bentuk pertanggungiawaban Anggaran
Pendapatart dan Bela,nja Desa;

(2) Dana percepatan pembang{.man desa dan
kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 yang diterima oleh desa melalui rekening
desa wqiib dilaporkan penggunaannya pada
tiap ta,let** am€9affi6* dart dise,rnpait<.aaa pa.d.et

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Up.
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten
Katingan yang tembusannya disampaikan
kepada Inspektur Kabupaten Katingan, Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan
Kepala Bagran Perbendaharaan Setda
Kabupaten Katingan.



Penyampafan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 di atas, dilaksanakan melalui
jalur struktural yaitu dari desa ke Tim
Fasilitasi Tingkat Kecamatan;

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3i df atas, membuat
rekapitulasi laporan dari seluruh laporan
tingkat desa di wilayahnya secara bertahap
melaporkan kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Katingan Up. Asisten Administrasi
Urrlur.n Setda Kabtrpaten Katinga,a;

Pertanggungiawaban beserta bukti-bukti
transaksi penggunaan Dana percepatan
pembangunan desa dan kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang sah
yang dibuat ol,eh dese atau Tfun Petraksar+a
Tingkat Desa, cukup hanya disimpan di desa
dengan pembinaan dan pengawasan secara
khusus Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatarr
dengan cara meneliti dan memverifikasi
pertanggungjawaban dimaksud, dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornot 37 Tahun 2OOT tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Apabila dalam hal
pelaksanaan pertanggungiawaban ada hal-hal
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaktr atau ada desa yar,lg tidak membtrat
pertanggungiawaban atas dana yang telah
diterima, maka Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan juga ikut bertanggungiawab;

(6) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas
pendampir,gam oleh Ti'm Fasilitasi sabagaimana
(4) di atas, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBTNAAN, PEIIGAWASAN DAN PEUERII(SAAII

Pasal 1O

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara
bertingkat yakni sebagai berikut :

(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat
Kabupaten Katingan, Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Katingan dan Bagian Perbendaharaan Setda
Kabupaten Katingan hanya dilakukan secara
umum dengan cara memberikan Pedoman
Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan
Desa Dan Kelt*rahan Di Kabtrpaten Katingan;

{21 Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi
Tingkat Kecamatan dilakukan secara khusus
dan intensif kepada desa sehingga apabila

(3)

(4)

(5)

dalam perencanaan sampai dengan



pertanggungfawaban yang dibuat oleh desa
terdapat penyimptrngern dari ketentuarn yang
berlaku, maka Camat dan Tim Fasilitasi
Tingkat Kecamatan juga ikut
bertanggungiawab.
Tirn F&ktac;i Tirrykat Keeantata* dltetapkan

dengan Keputusan Bupati atas usulan dart
tingkat kecamatan.

Pasal 11

Penyelesaian atas penyimpangan dan

pen]veitayig.iirladti D,€ina Peraepitttm PemtangUnan
b"* D; Kelurahan Di Kabupaten Katingan'
diselesaikan secara berjenjang'

(1)

(21

Pasal 12

Pemeriksaan atau audit atas laporan
penggtrnaan darra serta pertanggungiaw{an-n*r" 

Percepatan Pembangunan Desa Dart

Kelurahan Oi fabupaten Katiqgan dilakukan
oleh Inspektorat Kabupaten Katingan dan ?ts"
aparat pengawas fungsionaTl aparat pemeriksa
sisuai A"t g"t ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

Dalam hal terjadi penyalahgun?an atau
penyimpangan penggunaan Dana Percepatan
i'"*U*t Sunttt 

- Desa Dan Kelurahan Di
Kabupaien Katingan berdasarkan hasil
*orritoting Badan Pemberd?Yaan Masyarakat
dan Peme-rintahan Desa Kabupaten Katingan
atau audit Inspektorat Kabupaten Katingan
dan atau apar:at pengawas fungsionallapatat
pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan
dasar datam pemb'erian sanksi berdasarkar
ketentuan perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 13

Hasil Pemeriksaan atau audit atas laporan
peftggLrnaan dana rerta pertangguftgiawabrar:
ntot""i Dana Desa, akan dikembalikan ke Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditindak lanjuti.

Pasal 14

Apabila desa yang ditentukan sebagai desa
pinerima dana sepe.rti yang tersantum dalam
iampiran I Peraturan Bupati ini, tidak dapat
menggunakan Dana Percepatan Pembangunan Desa
Oan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
2, pada tahun anggaran yang bersangkutaR, ffiaka
akan diberikan sangsi sesuai dengan kebijakan
yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Katingan.



BAB VII
NETEIYTUAN PENITfl'P

Pasal 15

Perlturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di
undangJ<an, agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2A14

Diundangkan di Kasongan
Pada anggal 2AM

PLT. SEKREIARIS DATRA}I
I{ABUPATEIT KATINGAN,

Drs. H. JAINUDIII SAPRI


